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ABSTRAK 

 

 

Oktari Septiani Putri (2025) Pengelolaan Barang Bukti Curanmor Pada 

Kejaksaan Negeri Kampar Berdasarkan 

Pedoman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata 

Kelola Benda Sitaan,Barang Bukti Dan 

Barang Rampasan Negara Di Lingkungan 

Kejaksaan Republik Indonesia 

 

Penelitian ini mempunyai latar belakang mengenai Pengelolaan barang 

bukti yang merupakan serangkaian prosedur yang mencakup penerimaan, 

penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran, hingga pemusnahan benda 

sitaan di dalam atau menuju tempat penyimpanan khusus. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan barang bukti curanmor pada 

Kejaksaan Negeri Kampar berdasarkan pedoman Jaksa Agung nomor 2 tahun 

2022 dan apa kendala yang dihadapi kejaksaan Negeri Kampar dalam pengelolaan 

barang bukti curanmor. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis dimana penulis 

secara langsung turun lapangan untuk melakukan observasi mencari data yang 

diperlukan. Dan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah 

penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian 

dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang bukti  

curanmor di Kejaksaan Negeri Kampar berdasarkan Bab III dalam Pedoman Jaksa 

Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Benda Sitaan, Barang Bukti, 

dan Barang Rampasan Negara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, 

pada kenyataannya masih menghadapi berbagai kendala yang cukup serius. 

Meskipun terdapat beberapa aspek yang sudah berjalan sesuai prosedur, secara 

keseluruhan pengelolaan barang bukti belum dapat dikatakan optimal. Tata kelola 

benda sitaan, barang bukti, dan barang rampasan Negara merupakan 

tanggungjawab dari pihak kejaksaan dengan melakukan pencatatan, penelitian, 

penyimpanan dan pengklasifikasian, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, 

penyediaan, pengembalian sampai dengan penyelesaian barang rampasan, 

termasuk tata kelola gedung barang bukti, sumber daya manusia, serta 

pembiayaan. Akan tetapi masih ada tata kelola terebut yang belum dilakukan 

sesuai pedoman seperti penelitian, penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan, 

pengembalian, dan gedung penyimpanan barang bukti. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa sistem pengelolaan barang bukti masih memerlukan perbaikan menyeluruh 

untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas. Barang bukti disimpan di gudang 

dan diproses secara bertahap saat persidangan. Namun, kejaksaan menghadapi 

berbagai hambatan, seperti Jaksa yang dialihtugaskan atau Mutasi, fasilitas yang 

kurang memadai, rendahnya pemahaman masyarakat, jumlah barang antara 

barang yang diterima dan dikeluarkan tidak seimbang, serta  masih adanya barang 

bukti yang telah inkrah namun belum dieksekusi. 

Kata Kunci : Pengelolaan, Barang Bukti, Kejaksaan 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Bangsa Indonesia, sesuai dengan konstitusi, menganut sistem negara 

hukum (rechstaat) seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
1
 yang senantiasa mengutamakan 

supremasi hukum serta menjamin keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warganya. 

Namun, dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih menghadapi berbagai 

hambatan dan kendala yang mengancam tercapainya keadilan, kesetaraan, dan 

perlindungan hak-hak warga negara.
2
 Padahal, hukum merupakan serangkaian 

aturan yang menentukan tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh 

individu, dan pelanggarannya akan dikenai sanksi. Setiap perilaku dan tindakan 

masyarakat Indonesia harus berlandaskan pada hukum yang berlaku, baik yang 

tertulis maupun yang tidak tertulis.
3
 

Upaya penegakan hukum pada umumnya merujuk pada Ketentuan 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

untuk mencari dan memperoleh, atau setidaknya mendekati, kebenaran materiil 

agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Dalam 

                                                           
1
 Riani Bakri dan Murtir Jeddawi, Analisis Indek Negara Hukum Indonesia, INDONESIA 

OF LAW STATE INDEX ANALYSIS, Pallangga Praja, Volume 4, No. 2, Oktober 2022   
2
 Stefani, dkk, Memperkuat Fondasi Negara Hukum di Indonesia, Social Engagement 

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat vol. 02.No. 03 Tahun 2024. 

www.journal.uib.ac.id/index.php/se/index 
3
 Esara Natasya Br Sitepu, Ivana Theo Philia, Jekson Saragih, Manotar Sinaga, Muthiah 

Latifah, Delva Fitria, Analisis Peran Norma Hukum Dalam Mepertahankan Kestabilan Negara, 

Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol.2, No. 1 Januari 2024  

 

http://www.journal.uib.ac.id/index.php/se/index
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menegakkan kepastian hukum, tindakan aparat penegak hukum harus diatur 

secara formal agar tidak bertentangan dengan undang-undang. Hal ini berarti 

bahwa aparat harus mengacu tidak hanya pada hukum pidana materiil, tetapi juga 

pada hukum pidana formal, yang dikenal dengan Hukum Acara Pidana.
4
  

Hukum Acara Pidana adalah hukum formal yang memuat aturan tentang 

bagaimana suatu proses peradilan berlangsung dalam rangka penegakan hukum 

pidana (hukum materiil). Dalam hukum ini, dijelaskan tahapan-tahapan 

penanganan  kasus pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 

hingga pengadilan. Menurut Eddy O.S. Hiariej, hukum acara pidana sangat erat 

kaitannya dengan hukum pidana, karena itu merupakan serangkaian peraturan 

yang mengatur bagaimana lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang, seperti 

Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, harus bertindak untuk mencapai tujuan 

negara dengan menerapkan hukum pidana.
5
 

Dalam proses peradilan ada yang namanya penyitaan barang bukti oleh 

penyidik. Menurut  Pasal 1 ayat (16) KUHAP dinyatakan bahwa penyitaan adalah 

serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan 

dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak 

berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan 

peradilan. 

Aspek yang paling penting dalam setiap tindak pidana adalah masalah 

pembuktian, karena hasil dari pembuktian ini yang akan menentukan apakah 

                                                           
4
 Apriyanto Nusa Dan Ramadhan Kasim, Hukum Acara Pidana, Teori,Asas Dan 

Perkembangan Pasca Putusan Konstitusi, ( Malang: Setara Press, 2019),h.4 
5
 Eddy O.S. Hiariej, Hukum Acara Pidana, ( Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka 

2017), h. 1.6-1.7 
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terdakwa dinyatakan bersalah atau dibebaskan.
6
 Untuk keperluan pembuktian, 

keberadaan benda-benda yang terkait dengan tindak pidana sangat diperlukan. 

Benda-benda tersebut umumnya dikenal sebagai barang bukti. Adapun yang 

dimaksud dengan barang bukti atau corpus delicti adalah barang yang menjadi 

bukti adanya kejahatan. 

Demikian juga hakim dapat menyandarkan keyakinannya berdasarkan 

barang bukti tersebut. Dapat diketahui bahwa keberadaan barang bukti diakui di 

dalam persidangan. Bahkan hakim harus mencantumkan putusan terhadap barang 

bukti tersebut. Walaupun barang bukti tidak masuk ke dalam alat bukti yang sah, 

namun peran dan keberadaan barang bukti dalam persidangan jelas disebutkan 

oleh KUHAP. Apa yang diatur di dalam bidang penuntutan adalah cara-cara yang 

harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat, sekaligus 

bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban 

maupun pelanggar hukum. Di dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP disebutkan bahwa 

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana 

ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh 

hakim. 

Mengenai pengaturan penuntut umum dan penuntutan diatur secara 

terpisah di dalam.Pada dasarnya hukum dibuat untuk mengatur dan melindungi 

kepentingan orang perorangan. Tanpa adanya hukum, dikhawatirkan akan 

menimbulkan kesenjangan, diskriminasi, intimidasi terhadap golongan

                                                           
6
 Muhammad Ibnu Fajar Rahim and others, „Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Pada 

Tingkat Pemeriksaan Persidangan‟, Pleno Jure, 9.1 (2020),h. 47–57 

<https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i1.389>. 
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masyarakat tertentu yang selanjutnya berkembang dalam bentuk pelampauan 

batas kewenangan oleh para penguasa (excess de pouvoir), penyalahgunaan 

wewenang (detournement depouvoir), perbuatan melawan hukum 

(onrechtmatigedaad), maupun sesuatu yang didefenisikan pada perbuatan karena 

kesalahan (schuld) yang mengarah ke dalam bentuk kejahatan atau tindak pidana 

(strajbaarfeit). 

Dan untuk membuktikan perkara itu dapat dinyatakan bersalah dan 

memenuhi tuntutan yang dituliskan di dalam surat dakwaan, maka Jaksa Penuntut 

Umum harus mampu meyakinkan hakim dengan menunjukkan barang bukti di 

muka persidangan. Untuk itu agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, 

penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam 

penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksanaan persidangan pengadilan. 

Disamping itu barang bukti itu untuk dapat membantu Jaksa Penuntut Umum 

dalam membuktikan tuntutannya, maka barang bukti itu harus dijadikan sebagai 

alat yang mendukung alat bukti dengan cara dituliskan di dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (didaftarkan). Maksudnya, barang yang disita itu dijadikan sebagai 

barang bukti. Barang barang yang disita pun tidak selalu barang milik korban atau 

barang milik Bersinggungan dengan masalah tanggung jawab barang sitaan atau 

barang bukti tersebut maka dapat dikatakan bahwa setiap lembaga yang sedang 

memeriksa perkara itu bertanggungjawab secara yuridis. Maka demikian juga 

halnya dengan lembaga Kejaksaan dimana Jaksa Penuntut Umum harus 

bertanggungjawab dengan barang bukti perkara yang sedang diperiksanya itu. 
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Terhadap benda apa saja yang dapat dikenakan penyitaan ditentukan 

dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP
7
 : 

Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian 

diduga diperoleh dari tindakan atau sebagai hasil dari tindak pidana;  

1. Benda yang telah digunakan secara lansung untuk melakukan tindak 

pidana atau untuk mempersiapkannya;  

2. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak 

pidana;  

3. Benda yang khusus dibuat untuk diperuntukkan melakukan tindak pidana; 

4. Benda lain yang mempunyai hubungan lansung dengan tindak pidana 

yang dilakukan. 

Pengelolaan barang bukti kendaraan bermotor pada Kejaksaan Negeri 

Kampar berdasarkan Pedoman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Benda 

Sitaan,Barang Bukti Dan Barang Rampasan Negara Di Lingkungan Kejaksaan 

Republik Indonesia. Pengelolaan barang bukti merupakan serangkaian prosedur 

yang mencakup penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran, 

hingga pemusnahan benda sitaan di dalam atau menuju tempat penyimpanan 

khusus. Namun, jumlah barang bukti yang disita dari terdakwa dalam berbagai 

kasus pidana oleh aparat penegak hukum masih belum tertangani secara optimal. 

Bisa kita lihat dengan menumpuknya barang bukti yang disimpan dirumah 

penyimpanan yang disita oleh aparat penegak hukum. Serta menyebabkan barang 

bukti sitaan tersebut mengalami kerusakan atau tidak seperti sedia kata pada saat 

                                                           
7
 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan 

dan Penuntutan), Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 275. 
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ditemukan di TKP,barang bukti yang mengalami kerusakan tersebut bisa 

dijadikan tuntutan dan bukti kuat bagi pemilik barang terhadap pihak kejaksaan 

dalam mempertanggungjawabkan barang sitaan tersebut serta upaya pemilik 

barang agar barangnya tetap terjaga.  

Pada pengelolaan barang bukti  kendaraan bermotor di kejaksaan belum 

berjalan dengan maksimal, sehingga membuat pengelolaan belum berjalan 

maksimal dan menimbulkan beberapa hambatan yang terjadi pada pengelolaan di 

Kejaksaan Negeri Kampar. Sehubungan dengan permasalahan di atas maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi tentang berbagai hal 

berkenaan dengan judul “Pengelolaan Barang Bukti Curanmor Pada 

Kejaksaan Negeri Kampar Berdasarkan Pedoman Nomor 2 Tahun 2022 

Tentang Tata Kelola Benda Sitaan,Barang Bukti Dan Barang Rampasan 

Negara Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia”. 

 

B. Batasan Masalah 

Untuk menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru serta untuk 

memberikan arahan dalam penelitian ini,maka perlu kiranya penulis memberikan 

batasan dalam penelitian ini, yaitu Pengelolaan Barang Bukti Curanmor pada 

Kejaksaan Negeri Kampar Berdasarkan Pedoman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang 

Tata Kelola Benda Sitaan,Barang Bukti Dan Barang Rampasan Negara Di 

Lingkungan Kejakaan Republik Indonesia. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengelolaan barang bukti curanmor pada Kejaksaan Negeri 

Kampar berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2022? 

2. Apa kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kampar dalam pengelolaan 

barang bukti curanmor ? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pengelolaan barang bukti curanmor pada Kejaksaan 

Negeri Kampar berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2022. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kampar 

dalam pengelolaan barang bukti curanmor. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat  yang didapat dengan diselesaikannya penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu 

pengetahuan dalam hal Mengetahui Pengelolaan Barang Bukti Curanmor 

Pada Kejaksaan Negeri Kampar berdasarkan Pedoman Nomor 2 Tahun 

2022 Tentang Tata Kelola Benda Sitaan,Barang Bukti Dan Barang 

Rampasan Negara Di Lingkukan Kejaksaan Republik Indonesia. 
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2. Secara Praktis 

Peneliti berharap bahwa dengan adanya penelitian ini dapat 

membawa manfaat,bahan kajian,masukan,dan sumbangan pemikiran 

kepada Kejaksaan Negeri Kampar dalam pengelolaan barang bukti . 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori 

1. Pengelolaan  

a. Pengertian Pengelolaan  

Dalam kamus Bahasa indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan 

adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan 

tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu 

merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan 

pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan 

pencapai tujuan. 

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti 

pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen 

sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah 

pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian 

pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan 

serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.
8
  

Berikut ini adalah pendapat dari beberapa ahli terkait dengan definisi 

pengelolaan. Menurut Wardoyo, memberikan definisi pengelolaan adalah suatu 

rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, 

dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Menurut Harsoyo, pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” 

                                                           
8
 Jeklin Andrew Nadzifah, „Teori Pengelolaan’, Repository IAIN Kediri,2020,h. 1-23. 
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mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan 

memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna 

mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan.
9
 

Menurut George R. Terry, menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik  

meliputi: 

1. Perencanaan (Planning) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha 

menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan 

dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang 

akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang 

dikehendaki.  

2. Pengorganisasian (Organizing) diartikan sebagai kegiatan 

mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara 

kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab 

sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan.  

3. Penggerakan (Actuating) adalah menempatkan semua anggota dari pada 

kelompok agar bisa bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang 

telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.  

4. Pengawasan (Controlling) diartikan sebagai proses penentuan yang 

dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan 

                                                           
9
 Ersi Erlita Mokalu, Roony Gosal, and Stefanus Sampe, „Transparansi Dan Akuntabilitas 

Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur 

Kabupaten Bolaang Mongondow‟, Jurnal Eksekutif, 1.1 (2018),h. 1–8 

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/26246>. 
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bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas 

pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.
10

 

b. Fungsi dan Tujuan Pengelolaan 

Menurut Terry, pengelolaan dapat dipahami sebagai upaya untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui kerja orang lain. Kegiatan 

pengelolaan tidak bisa dipisahkan dari peran sumber daya manusia dalam suatu 

kantor, lembaga, atau organisasi. Manajer yang efektif selalu melaksanakan 

langkah-langkah manajerial yang terstruktur, yakni perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dengan cara ini, tujuan yang 

ingin dicapai akan lebih mudah tercapai dengan baik. 

Tujuan dari pengelolaan adalah untuk mengoptimalkan semua sumber 

daya yang tersedia, seperti sumber daya manusia, peralatan, atau sarana dalam 

suatu organisasi, agar dapat digunakan secara efisien. Hal ini bertujuan untuk 

menghindari pemborosan waktu, tenaga, dan materi demi mencapai tujuan yang 

diinginkan. Pengelolaan sangat penting bagi setiap organisasi, karena tanpa 

adanya pengelolaan atau manajemen, segala upaya yang dilakukan akan sia-sia, 

dan pencapaian tujuan akan menjadi lebih sulit.Terdapat beberapa tujuan 

pengelolaan, yaitu: 

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.  

2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling 

bertetangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara 

                                                           
10

 Drs. M. Manulang, Dasar‐Dasar Manajemen, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990) ,h.  

15‐17 
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tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling 

bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi . 

3. Untuk mencapai efesiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat 

diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum yaitu 

efisien dan efektivitas.
11

   

2. Benda Sitaan  

Benda Sitaan atau disingkat Basan adalah benda yang disita oleh 

penyidik,penuntut umum atau pejabat karena jabatannya mempunyai wewenang 

untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.
12

 

Benda sitaan, barang bukti, dan barang rampasan negara merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dari suatu tindak pidana. Dalam proses peradilan, 

benda-benda tersebut sangat penting untuk kepentingan penuntutan dan 

pembuktian di pengadilan, baik sebagai instrumen delik maupun sebagai tubuh 

delik. Pemeriksaan terhadap barang bukti ini sangat diperlukan untuk memastikan 

keaslian, kualitas, kuantitas, dan integritasnya, serta hubungannya dengan tindak 

pidana yang terjadi, demi membuktikan kebenaran materil bahwa tindak pidana 

tersebut benar terjadi dan terdakwa adalah pihak yang bertanggung jawab atasnya. 

Untuk memastikan integritas, kualitas, kuantitas, dan keaslian barang 

bukti, serta untuk menjaga nilai ekonomis dan kegunaan benda sitaan dan barang 

rampasan negara, serta mendukung pemulihan aset terkait tindak pidana, 

diperlukan pengelolaan yang baik terhadap benda sitaan, barang bukti, dan barang 

                                                           
11

 Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan (Jakarta: PT Bumi 

Aksara,2006), h. 34 
12

 Riki Ferdiyanto, „Barang Bukti Di Rupbasan Nyaris Jadi Rongsokan’, 

Fokus.Tempo.Co, 2017 <https://fokus.tempo.co/read/1039275/barang-bukti-di-rupbasan-nyaris-

jadi-rongsokan>. 
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rampasan negara di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, 

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan strategis 

dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, yang menjadi pusat 

dalam sistem peradilan pidana terpadu, mulai dari tahap penyidikan hingga 

pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.  

Barang rampasan negara dikelola oleh pejabat sesuai dengan tingkat 

pemeriksaan, sementara tanggung jawab fisik ada pada pejabat penyimpanan. 

Kejaksaan Republik Indonesia memastikan pengelolaan efektif benda sitaan, 

barang bukti, dan barang rampasan negara dengan menempatkan tanggung jawab 

fisik dan administratif pada pejabat yang tepat untuk optimalisasi penyelesaian 

perkara dan pemulihan aset. 

Tata kelola benda sitaan, barang bukti, dan barang rampasan negara di 

Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan 

transparan dengan memperhatikan prinsip chain of custody, mencegah 

penyalahgunaan, serta menjaga nilai ekonomis barang-barang tersebut. 

Pengelolaan ini didukung oleh fasilitas, sarana, prasarana, anggaran yang 

memadai, sumber daya manusia yang kompeten, serta kerja sama antar bidang 

yang harmonis dan aplikasi Asset Recovery Secured-data System yang 

terintegrasi, sehingga proses penyelesaian perkara dan Pemulihan Aset dapat 

dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu, perlu ada Pedoman mengenai Tata 
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Kelola Benda Sitaan, Barang Bukti, dan Barang Rampasan Negara di Kejaksaan 

Republik Indonesia.
13

 

3. Barang Bukti 

Barang Bukti merupakan alat pembuktian yang tidak dapat berdiri sendiri, 

melainkan perlu diterangkan mengenai keterkaitannya dengan suatu perkara 

pidana oleh suatu alat bukti. Istilah “barang bukti” ini sering juga disebut dalam 

bahasa asing, yaitu Bahasa Latin: corpus delicti. Dalam suatu kamus elektronik, 

corpus delicti dijelaskan sebagai “facts of crime: the body of facts that show that 

a crime has been committed, including physical evidence such as a corpse”(fakta-

fakta kejahatan: keseluruhan fakta yang menunjukkan bahwa suatu kejahatan telah 

dilakukan, yang mencakup bukti fisik seperti sesosok mayat).
14

Dalam Bahasa 

Indonesia, digunakannya istilah barang bukti sudah langsung menunjukkan bahwa 

hal itu berupa suatu barang atau benda. 

Menurut Peraturan Perundang-Undangan,dalam HIR Pasal 63 sampai 

Pasal 67 HIR disebutkan, bahwa “barang-barang yang dapat dipergunakan sebagai 

bukti, dapat dibagi sebagai berikut: 

1. Barang yang merupakan obyek peristiwa pidana. 

2. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana.  

3. Barang yang dipergunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana. 

4. Barang-barang yang terkait dengan peristiwa pidana. 

                                                           
13

 Republik Indonesia, Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola 

Benda Sitaan,Barang Bukti, Dan Barang Rampasan Di Lingkungan Kejaksaan Republik 

Indonesia, 2022. 
14

 Lokas Richard, „Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana’, Lex et Societatis, III.9 (2015), h. 124–29. 
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Barang yang merupakan obyek, misalnya dalam tindak pidana pencurian 

uang, maka uang tersebut dipergunakan sebagai barang bukti, selain itu dibedakan 

antara obyek mati (tidak bernyawa) dan obyek yang bernyawa. Maka obyek mati 

adalah benda-benda yang tidak bernyawa. Sedangkan yang bernyawa misalnya 

pencurian hewan dan lain sebagainya. Barang yang merupakan produk peristiwa 

pidana misalnya uang palsu atau obat-obatan dan sebaginya. Demikian pula 

barang yang dipergunakan sebagai alat pelaksanaan peritiwa pidana, misalnya 

senjata api atau parang yang dipergunakan untuk penganiayaan atau pembunuhan 

orang atau sebagainya. Sedangkan barang yang terkait dalam peristiwa pidana, 

misalnya bekas-bekas darah (ada pakaian, bekas sidik jari, dan lain sebagainya). 

Barang bukti tersebut menunjukkannya juga sebagai benda dan 

berdasarkan pada rumusan Pasal 39 ayat (1) KUHAP
15

, dapat diketahui macam 

barang bukti, yakni sebagai berikut:  

1. Benda berwujud, yang berupa: 

a. Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana (intsrumenta 

delicti) atau untuk mempersiapkannya;  

b. Benda yang dipakai menghalanghalangi penyidikan; 

c. Benda yang dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan tindak 

pidana (intsrumenta delicti);  

d. Benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung atau tidak 

langsung dengan dilakukannya  tindak pidana. Masuk dalam bagian ini 

                                                           
15

 C.Djisman Samosir,Hukum Acara Pidana,(Nuansa Aulia),Bandung,2018. h.160. 
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ialah benda yang dihasilkan suatu tindak pidana (corpora delicti), 

misalnya uang palsu hasil kejahatan pemalsuan uang. 

2. Benda tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak 

pidana.
16

 

Jadi, barang-barang bukti sebagaimana yng disebutkan di atas adalah 

sebagai bagian dari pembuktian (evidences) dalam suatu peristiwa pidana. 

Selain itu ada juga pengertian mengenai barang bukti dikemukakan oleh 

para ahli. Menurut Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang 

digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu 

delik,disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai  barang bukti dipengadilan. 

17
Moeljatno mendefenisikan barang bukti sebagai segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk membuktikan adanya tindak pidana,baik berupa benda yang 

ditemukan,dokumen,ataupun keterangan saksi yang relevan dengan kasus yang 

sedang diproses.  

Menurut Andi Hamzah,barang bukti adalah mengenai objek delik dan alat 

yang dipakai untuk melakukan delik, dan itu termasuk barang hasil dari suatu 

delik.
18

Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti adalah: 

a. Merupakan obyek materiil. 

b. Berbicara untuk diri sendiri. 

c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian 

lainnya. 

                                                           
16

 Yurina Ningsi Eato, „Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana‟, 

Lex Crimen, 6.2 (2017),h.75–82. 
17

 KUHAP, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 Ayat (16) 
18

 Andi Hamzah,  Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi revisi). Sinar Grafika. Jakarta, 

2000 
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d. Harus diidentifikasi dengan saksi dan keterangan terdakwa. 

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau corpus delicti 

adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib 

memperlihatkan kepada terdakwa dan menanyakan kepadanya apakah ia 

mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu hakim sidang dapat 

memperlihatkan barang bukti tersebut. 

Menurut Abdulkadir Muhammad, barang bukti adalah semua benda yang 

ada hubungannya dengan peristiwa pidana dan yang dapat digunakan untuk 

membuktikan kebenaran dan ketidakbenaran dalam suatu proses peradilan. 

Jadi, dari beberapa pendapat sarjana hukum di atas, dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan barang bukti adalah: 

1. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.  

2. Barang yang digunakan untuk membantu suatu tindak pidana.  

3. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana.  

4. Benda yang dihasilkannya dari suatu tindak pidana.  

5. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan 

tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun rekaman suara.  

6. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai 

kedudukan penting dalam suatu tindak pidana, tetapi kehadiran barang 

bukti tidak mutlak dalam suatu tindak pidana, karena ada beberapa tindak 

pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, 
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seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat (1) 

KUHAP).
19

  

Barang Bukti tidak diatur didalam Pasal 183 KUHAP atau didalam pasal 

tersendiri didalam KUHAP sebagai salah satu syarat dalam pembuktian namun 

barang bukti  mempunyai nilai/fungsi dan bermanfaat dalam upaya pembuktian, 

walaupun barang bukti yang disita oleh petugas penyidik tersebut secara yuridis 

formal juga bukan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP. Akan tetapi, 

dalam praktik peradilan, barang bukti tersebut ternyata dapat memberikan 

keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dalam pembuktian.  

Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan 

kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dijatuhkan kepadanya; barang 

yang dapat dijadikan bukti dalam satu perkara. Barang tersebut dapat berupa 

benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagaian diduga 

diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana maupun benda 

yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau 

untuk mempersiapkannya atau benda yang dipergunakan untuk menghalang-

halangi penyidikan tindak pidana dan benda yang khusus dibuat atau 

diperuntukkan melakukan tindak pidana serta benda lain yang mempunyai 

hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. 

Fungsi  utama dari hukum acara pidana adalah tidak lain dari pada 

merekontrucer kembali dari kejadian-kejadian dari seorang pelaku dan 

perbuatannya dilarang. Sedangkan alat-alat pelengkap dari usaha tersebut adalah 

                                                           
19

 Ratna Nurul Afiah,Barang Bukti Dalam Proses Pidana,Jakarta: Sinar Grafika; 1989 
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barang bukti. Pelaku perbuatanya dan barang bukti merupakan suatu kesatuan 

yang menjadi fokus dari usaha dan mencari untuk menemukan kebenaran materil. 

Terhadap pelaku harus dibuktikan bahwa ia dapat dipertanggung jawabkan secara 

pidana disamping bukti tentang adanya kesalahan (schuld) dan terhadap 

perbuatannya apakah terbukti sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) dari 

perbuatan tersebut. 

Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan mempunyai peran adalah 

sebagai berikut:  

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHAP); 

2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang 

ditangani; 

3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang 

bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang 

didakwakan jaksa penuntut umum Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa 

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila 

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 

terdakwalah yang bersalah melakukannya. 

Dari ketentuan pasal di atas, maka untuk dapat menjatuhkan pidana 

terhadap seorang terdakwa harus dipenuhi dua syarat, yaitu:  

a. Adanya dua alat bukti yang sah; dan,  

b. Adanya keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa berdasarkan 

sekurang-kurangnya dua alat bukti tersebut. 
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Mengenai alat-alat bukti yang sah, menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) 

KUHAP, yaitu: 

a. keterangan saksi;  

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP saksi adalah orang yang dapat 

memberikan keterangan guna kepentingan persidangan. Keterangan saksi 

merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan 

mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan ia alami 

sendiri. 

b. keterangan ahli;  

Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP keterangan Ahli adalah keterangan 

yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal 

yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna 

kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang. 

c. surat;  

Alat bukti surat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 187 KUHAP Surat 

sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah 

jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: 

a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh 

pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, 

yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang 

didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan 

alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; 
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b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang 

termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan 

yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu 

keadaan; 

c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 

berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu 

keadaan yang diminta secara resmi dan padanya; 

d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan 

isi dari alat pembuktian yang lain.  

d. petunjuk;  

Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena 

persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan 

tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak 

pidana dan siapa pelakunya 

e. keterangan terdakwa. 

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam 

persidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri 

atau ia alami sendiri. Pada ayat (2) dikatakan bahwa hal yang secara umum 

sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Dalam kaitan ini, hal lain yang 

perlu diperhatikan adalah apa yang tertuang dalam pasal 183 KUHAP, 

yaitu bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, kecuali apabila 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 
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bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah 

yang bersalah melakukannya. 

Dengan melihat hubungan antara ketentuan dalam Pasal 183 dengan 

ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka alat-alat bukti yang disebutkan 

dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP merupakan dasar untuk dapat menyatakan 

terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang 

bersangkutan.
20

 

Adapun tujuan dari pada alat-alat bukti dalam perkara pidana adalah untuk 

memberi kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu hal tertentu tentang. 

fakta-fakta atas nama penilaian tersebut harus didasarkan. Alat bukti 

dipergunakan dalam dua arti, yaitu adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan 

dengan mana diberikan suatu kepastian, dan sebagai akibat dari perbuatan tersebut 

yaitu terdapatnya suatu kepastian. Artinya yang harus dibuktikan adalah kejadian 

konkrit, sesuatu hal yang abstrak. Dengan adanya pembuktian ini maka hakim 

walaupun tidak melihat peristiwa sesungguhnya, berdasarkan alat-alat bukti itu 

dapat menggambarkan kembali peristiwa yang sebenarnya terjadi. Dengan 

demikian hakim dapat memperoleh kepastian tentang fakta-fakta sebagai dasar 

penilaian, sehingga akan menambah keyakinannya tentang fakta-fakta sebagai 

dasar penilaian, sehingga akan menambah keyakinannya dalam menjatuhkan 

putusannya.  

4.  Sistem Tanggung Jawab Jaksa Terhadap Pengelolaan Barang Bukti 

1. Pengertian kejaksaan 

                                                           
20

 Jurnal Ilmiah and Wahana Pendidikan, „BARANG BUKTI DALAM HUKUM 

PEMBUKTIAN DI INDONESIA‟, Jurnal Ilmiah Pendidikan, 9.3 (2023), h. 312–16. 
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Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan 

negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang 

dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung 

yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, 

Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara 

khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan 

yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. 

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). 

Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa 

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang 

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain 

berdasarkan undang-undang. Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, 

institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang 

penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, 

fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa.  

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa 

adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk 

bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan 

undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang 

penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya 

sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah 
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memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, 

dan lain-lain. 

 Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), 

mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya 

institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat 

diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut 

Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, 

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana 

(executive ambtenaar). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan 

dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang 

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan 

fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah 

dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi 

jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya. 

Sedangkan Pengertian Kejaksaan sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam 

Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang 

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain 

berdasarkan undang-undang.” Susunan kejaksaan terdiri dari Kejaksaan 

Agung,Kejaksaan Tinggi,Kejaksaan Negeri. 

2. Tugas Dan Wewenang 
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Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang memiliki 

kewenangan sebagai aparat pemerintah untuk mengalihkan perkara pidana, 

menuntut pelaku ke pengadilan, dan melaksanakan putusan serta keputusan 

hakim pidana. Kekuasaan ini menjadi karakteristik khas Kejaksaan yang 

membedakannya dari lembaga atau badan penegak hukum lainnya. Dalam 

pelaksanaan putusan hakim, Jaksa berhak untuk mengeksekusi barang bukti, 

baik dengan cara memusnahkan, merampasnya untuk kepentingan negara, 

atau mengembalikannya kepada pemilik yang sah sesuai dengan keputusan 

majelis hakim. Dalam hal perampasan barang bukti untuk kepentingan 

negara, Kejaksaan Republik Indonesia juga bertanggung jawab dalam 

pengelolaan barang bukti tersebut. Kejaksaan menggunakan berbagai cara 

atau mekanisme untuk mengelola barang bukti yang sangat penting dan 

krusial, terutama dalam pemanfaatan dan pemasukan kas negara. Penelitian 

menunjukkan bahwa barang bukti yang diperoleh penyidik tidak langsung 

dikelola oleh Kejaksaan, tetapi melalui serangkaian proses hingga akhirnya 

dapat dirampas untuk negara dan dikelola oleh Kejaksaan. Proses-proses ini 

sangat penting bagi birokrasi internal Kejaksaan serta memastikan 

transparansi dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan. 

Dalam melaksanakan putusan Hakim, Jaksa memiliki wewenang untuk 

mengeksekusi barang bukti tersebut dengan cara memusnahkannya atau 

merampasnya untuk kepentingan negara atau mengembalikan barang bukti 

tersebut kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan keputusan yang telah 

ditetapkan oleh Majelis Hakim. Dalam hal perampasan barang bukti untuk 
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kepentingan negara Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia juga berperan 

dalam melakukan pengelolaan atas barang bukti tersebut. Kejaksaan 

melakukan beberapa cara atau mekanisme dalam pengelolaan barang bukti 

tersebut yang dalam prakteknya sangat penting dan krusial terutama dalam 

pemanfaatan serta pemasukan kas negara. 

Barang bukti yang digunakan oleh penegak hukum dalam proses 

pembuktian perkara pidana bertujuan untuk menjadi acuan dalam 

menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya, serta hal tersebut dilakukan 

untuk melindungi hak terdakwa/tersangka agar tidak bertentangan dengan 

Hak Asasi Manusia yang terdakwa/tersangka miliki. 

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2024 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 979, Seksi 

Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti mempunyai tugas melakukan 

tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pemulihan aset dan pengelolaan 

barang bukti di daerah hukum Kejaksaan Negeri. Berdasarkan pasal 980 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 979 

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 , Seksi 

Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut : 

a) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja; 

b) Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang 

bukti dan barang rampasan; 

c) Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi 
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pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan 

pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, 

pengamanan, penyediaan dan  pengembalian barang bukti sebelum 

dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan; 

d) Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam 

pengelolaan barang buki dan barang rampasan; 

e) Pengelolaan dan penyajian data dan informasi; 

f) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan 

pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. 

 Kejaksaan harus memastikan bahwa barang bukti tidak rusak atau 

hilang selama penyimpanan dan pengelolaannya,serta memastikan barang 

bukti dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan proses hukum.
21

 

Pentingnya koordinasi antara kejaksaan,kepolisian,dan rupbasan dalam 

pengelolaan barang bukti agar tetap dalam pengawasan yang ketat. Dan 

penting untuk mengkaji sejauh mana peraturan ini diterapkan dalam 

pengelolaan barang bukti dikejaksaan. Apakah kejaksaan sudah mengikuti 

pedoman yang ada dalam peraturan ini, atau apakah terdapat tantangan 

dalam pelaksanaannya, pembahasan ini akan sangat membantu dalam 

memberikan gambaran bagaimana tata kelola barang bukti di kejaksaan 

berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. 

3. Sistem pengelolaan barang bukti  

Sebagai instansi pemerintah yang memiliki wewenang untuk 

                                                           
21

 Ditjen permasyarakatan, Bunga Rampai Permasyarakatan: Kumpulan Tulisan 
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melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan 

lainnya sesuai dengan undang-undang, Jaksa memiliki hak untuk 

memutuskan apakah suatu perkara dapat diteruskan ke tahap penuntutan di 

Pengadilan Negeri setempat. Keputusan ini didasarkan pada kecukupan 

bukti yang sah dan mendukung menurut Hukum Acara Pidana. 

Bidang Pidana Umum dan Khusus bertanggung jawab untuk 

menjalankan proses penuntutan perkara berdasarkan surat perintah, 

melaksanakan putusan hakim yang diterima oleh jaksa sesuai dengan 

keputusan pengadilan, dan menindaklanjutinya sesuai dengan perintah dari 

Kejaksaan Negeri berdasarkan surat keputusan pengadilan. Selain itu, 

mereka juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 

tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang dilakukan melalui 

analisis terhadap peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan 

referensi lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Data dikumpulkan 

melalui wawancara dengan responden dan informan dari instansi terkait. 

Proses ini meliputi penyelesaian berkas perkara agar bisa dilimpahkan ke 

pengadilan untuk segera diadili sesuai dengan ketentuan undang-undang, 

hingga perkara tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) untuk 

dieksekusi oleh jaksa yang menangani kasus tersebut. Sebagai Jaksa 

Penuntut Umum (JPU), yang diberikan tugas dan wewenang oleh undang-

undang, seharusnya selalu mengutamakan keadilan dalam setiap keputusan 

dengan menggunakan hati nurani, karena dalam menangani perkara, 

keputusan harus diambil secara adil dan bijaksana, tanpa memihak. 
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JPU memiliki kewenangan atas benda sitaan, termasuk wewenang 

untuk mengeluarkan dan mengembalikan barang bukti yang disimpan di 

ruang penyimpanan khusus, baik di Kejaksaan Negeri maupun di 

Rupbasan, sesuai dengan surat perintah dan ketetapan dari Pengadilan 

yang mengadili perkara tersebut. Kewenangan ini berlaku hingga barang 

bukti dikembalikan ke ruang penyimpanan. Meskipun barang bukti sitaan 

disimpan di ruang khusus di kantor Kejaksaan Negeri, hal ini tidak 

sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

karena menurut ketentuan, barang bukti harus disimpan di Rupbasan. 

Penyimpanan di Kejaksaan Negeri lebih dipilih karena lebih efektif dalam 

mendukung jalannya persidangan, mengingat jaksa yang bertanggung 

jawab atas persidangan dapat langsung mengambil barang bukti dari kantor 

dengan menunjukkan surat permintaan pengeluaran barang bukti kepada 

petugas penyimpanan. Proses ini memastikan bahwa barang bukti yang 

diperlukan dalam persidangan dapat dikeluarkan dan disimpan kembali 

setelah sidang selesai. 

4. Teori Umum Pertanggungjawaban 

Konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum adalah konsep 

kewajiban itu sendiri. Seseorang dianggap bertanggung jawab secara 

hukum atas suatu perbuatan tertentu jika ia dapat dikenakan sanksi terkait 

dengan perbuatannya tersebut.
22

 Biasanya, sanksi yang dijatuhkan kepada 

seseorang yang berbuat salah atau melanggar hukum disebabkan oleh 
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tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut, yang menjadikannya 

bertanggung jawab. Mengenai pertanggungjawaban dalam suatu jabatan, 

menurut Krenenburg dan Vegtig, terdapat dua teori yang menjadi dasar 

pemikirannya, yaitu: 

a. Teori Fautes Personalles, yaitu teori yang menyatakan bahwa 

kerugian pihak ketiga ditanggung oleh pejabat yang karena 

perbuatannya telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban 

tanggung jawab diperlihatkan kepada manusia sebagai individu.  

b. Teori Fautes de Services, yaitu teori yang menyatakan bahwa 

kerugian pihak ketiga ditanggung oleh instansi resmi yang 

bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab diberikan pada 

posisi. Dalam penerapannya, kerugian yang ditimbulkan juga 

disesuaikan apakah kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan 

berat atau kesalahan kecil, dimana berat dan beratnya suatu 

kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus 

dipikul.Sedangkan menurut Hans Kelsen dalam teorinya 

pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa: “seseorang 

bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau 

bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia 

bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. 

Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa: 

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh 

hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang 
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sebagai satu jenis laindari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras 

kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan 

atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.Hans Kelsen 

selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari: 

a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung 

jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.  

b. Tanggungjawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab 

atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.  

c. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang 

bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya 

dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.  

d. Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung 

jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja 

dan tidak terduga.  

Responsibilitas merujuk pada sesuatu yang dapat 

dipertanggungjawabkan terkait dengan kewajiban, mencakup keputusan, 

keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. Ini juga melibatkan tanggung 

jawab dalam pelaksanaan hukum, baik untuk memperbaiki kesalahan 

atau memberikan ganti rugi atas kerusakan yang terjadi. 

Pertanggungjawaban merujuk pada tindakan yang dianggap salah 

menurut norma masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan oleh 

individu yang melakukannya. Untuk menentukan pertanggungjawaban 

pidana, penting untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab, 
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yaitu pihak yang dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Seorang 

pelaku dapat dijatuhi hukuman jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur 

yang diatur dalam undang-undang. Dalam konteks hukum, seseorang 

dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang melanggar hukum, 

kecuali jika ada alasan yang membenarkan atau menghapuskan sifat 

melawan hukum dari perbuatannya.
23

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian atau kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya 

akan menjadi patokan untuk ditulis dalam penelitian ini. Untuk dari hasil 

penggalian data yang sudah dikerjakan penulis,tidak terdapat judul yang sama 

dengan judul yang penulis buat,akan tetapi terdapat judul yang memiliki tema 

yang tidak jauh berbeda dengan tema penulis. Beberapa diantaranya judul skripsi 

yang hampir sama dengan proposal skripsi peneliti, antara lain: 

1. Genny Pratama 2021 ( Skripsi) “ pengelolaan kendaraan bermotor di Rumah 

Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas 1 Pekanbaru 

menurut peraturan menteri hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014” 

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang 

pengelolaan kendaraan bermotor. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah 

meneliti di instansi yang berbeda yaitu di Rupbasan dan di Kejaksaan. 

Penelitian ini membahas mengenai khusus pada pengelolaan kendaraan 

bermotor  yang dilakukan oleh Rupbasan berdasarkan Peraturan Menteri 

Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 dan Hambatan dalam pengelolaan 
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mobil sitaan di Rupbasan Kelas 1 Kota Pekanbaru.  

Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pengelolaan barang 

bukti curanmor pada kejaksaan negeri kampar berdasarkan pedoman nomor 2 

tahun 2022 tentang tata kelola benda sitaan,barang bukti dan barang 

rampasan negara di lingkungan kejaksaan republik indonesia.
24

 

2. Anisa Elvira Shelvira (Skripsi) “ pemeliharaan benda sitaan negara di 

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara ( RUPBASAN) Kelas 1 

Pekanbaru berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor 16 Tahun 2014” Perbedaannya Penelitian ini membahas mengenai 

pemeliharaan benda sitaan negara berdasarkan pasal 19 Peraturan menteri 

Hukum dan HAM, mengenai pemeliharaan belum terlaksana secara efektif, 

kurangnya jumlah personil pengamanan, dan tidak adanya salinan putusan 

dari pengadilan terhadap basan dan baran. 

Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai Pengelolaan barang 

bukti kendaraan bermotor pada Kejaksaan Negeri Kampar berdasarkan 

pedoman nomor 2 tahun 2022 Jaksa Agung Republik Indonesia, mengenai 

kewajiban dalam pengelolaan,pemeliharaan,pengamanan benda sitaan,barang 

bukti dan barang rampasan negara yang belum dilakukan secara efektif 

karena adanya barang yang rusak.
25
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka metode dan jenis 

penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana 

penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi 

mencari data yang diperlukan.
26

 Dan cara prosedur yang dipergunakan untuk 

memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih 

dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap 

data primer di lapangan. 

Penggunaan dari metode yuridis sosiologis dalam penelitian skripsi 

ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui 

studi lapangan di Kejaksaan Negeri Kampar terhadap asumsi atau anggapan 

dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian 

skripsi ini. Pendekatan secara yuridis sosiologis dilakukan dengan 

mewawancara beberapa narasumber yang berkompeten dan berhubungan 

dengan penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan data secara oprasional 

penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan.  

B. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi dilaksanakan penelitian ini adalah di Kejaksaan 

Negeri Kampar,dikarenakan lembaga kejaksaan merupakan lembaga 

pelaksana penyimpanan barang bukti tindak kejahatan. Dalam melakukan 
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penelitian yang ini, maka yang akan menjadi subjek atau orang yang akan 

dimintai informasi terkait penelitian ini bersumber dari beberapa 

responden
27

 yang berdasarkan pengetahuan dan memiliki pengalaman yang 

dianggap cukup yang akan ditunjuk oleh lembaga Kejaksaan Negeri 

Kampar.  

C. Data dan Sumber Data 

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian lapangan, sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari : 

1. Data Primer  

Data primer yaitu peneltian yang dilakukan dalam masyarakat 

berdasarkan observasi/ pengamatan dan wawancara secara langsung yang 

bersifat normatif selalu menitik beratkan pada sumber data sekunder.
28

 

Dengan kata lain Data primer adalah bila pengumpulan data dilakukan 

secara langsung oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh 

dari hasil observasi dan wawancara dengan kepala seksi bidang barang 

bukti dan barang rampasan. 

2. Data Sekunder  

Data Sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-

bahan hukum primer, bahan - bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier. Dalam penelitian ini, bersumber dari data sekunder sebagai 

berikut: 

                                                           
27

 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press,2020), 

h.10 
28

 Dr. Abu Samah,MH, Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum 

(Pekanbaru: CV. Cahaya Firdaus,2023), h. 90 
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1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum dan pendapat para 

pakar yang mengikat seperti berbagai peraturan Perundangan tentang 

Barang bukti dan Kejaksaan.  

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku literature dan peraturan 

yang terkait tentang barang bukti dan Kejaksaan.  

3. Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk 

ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder 

seperti Kamus Hukum, Jurnal, Majalah. 

D. Informan Penelitian 

Informan adalah sumber informasi,aktor kunci dalam penelitian 

lapangan yang menjelaskan atau menginformasikan tentang kaitan 

permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan 

peneliti adalah Kepala Seksi Bidang Barang Bukti dan Barang Rampasan dan 

Staff Bidang Barang Bukti dan Barang Rampasan yang bertanggung jawab 

dalam mengelola barang bukti dan barang rampasan tersebut.
29

 

Tabel III.I 

INFORMAN 

NO INFORMAN JUMLAH 

1. Kepala Seksi Pemulihan Aset Dan 

Barang Bukti 

1 Orang  

2. Staf Pemulihan Aset Dan Barang Bukti 3 Orang 

      ( Sumber : Data Dari Kejaksaan Negeri Kampar) 

                                                           
29

 Dr.Abdul Fattah Nasution,Mpd, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: CV.Harfa 

Creative,2023) h.88. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penulisan 

ini, penulis menggunakan dua cara pengumpulan data :  

a. Studi Lapangan   

Dalam studi lapangan penulis melakukan pengumpulan data 

dengan teknik sebagai berikut: 

1. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu 

yang dilakukan oleh dua pihak,yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.Wawancara penting 

dalam penggalian informasi dari para informan yang memiliki 

pengetahuan terkait Pengelolaan Barang Bukti di Kejaksaan 

Negeri Kampar. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur 

yaitu daftar pertanyaannya dibuat secara sistematis mengenai 

suatu topik. 

2. Observasi / pengamatan 

Observasi adalah teknik pengamatan yang didasarkan atas 

pengalaman secara langsung, tujuannya mendapatkan 

keterangan mengenai situasi dengan melihat dan mendengar 

apa yang terjadi, kemudian semuanya dicatat secara cermat, 

teknik observasi yang dilakukan peneliti ini menuntut adanya 

pengamatan yang baik terhadap penelitian. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data dimana peneliti 

menyelidiki sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, 

majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.  

F. Analisis Data 

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif. Sehingga dapat diperoleh jawaban yang menyeluruh mengenai 

materi permasalahannya. Analisis data kualitatif adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, organisasi data, dijadikan satuan 

yang dapat dikelola, disintesiskannya, dicari, penemuan pola, penemuan apa 

yang penting, apa yang dipelajari, dan pemutusan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain.
30

 Metode Analisis Kualitatif merupakan apa yang 

ditanyakan ke responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat 

berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Serta menganalisa data tersebut yang 

kemudian ditarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal 

yang bersifat khusus.  

 

                                                           
30

 Nursapia Harahap, Penelitian Kualitatif, (Medan: Walashri Publishing, 2020), h.19.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pengelolaan barang bukti curanmor yang dilakukan oleh Kejaksaan 

Negeri Kampar dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Barang bukti kendaraan bermotor yang diterima Jaksa Penuntut Umum 

tidak langsung dikelola oleh Kejaksaan Negeri Kampar, melainkan 

melalui proses hingga sah dirampas untuk negara. Berdasarkan 

Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2022, pengelolaan meliputi 

pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga penyelesaian barang 

rampasan, termasuk pengelolaan gedung, sumber daya manusia, dan 

pembiayaannya. Selama proses hukum, barang bukti disimpan di 

Gedung Kejaksaan hingga eksekusi putusan, baik untuk dikembalikan 

maupun dimusnahkan. 

2. Pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara di Kejaksaan Negeri 

Kampar masih terkendala oleh mutasi jaksa, keterbatasan sarana, 

jumlah barang antara barang yang diterima dan dikeluarkan tidak 

seimbang, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur 

pengambilan barang. Karena itu, diperlukan upaya menyeluruh agar 

pengelolaan berjalan lebih optimal dan sesuai ketentuan. 
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B. Saran 

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada bab-bab 

sebelumnya, penulis ingin memberikan beberapa saran yang dapat 

dipertimbangkan untuk perbaikan di masa yang akan datang, sebagai 

berikut: 

1. Kejaksaan Negeri Kampar diharapkan terus berkomitmen dalam 

meningkatkan sistem pengelolaan barang bukti, terutama kendaraan 

bermotor, sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Jaksa Agung 

Nomor 2 Tahun 2022. Setiap kekurangan atau hal yang belum 

terlaksana dalam pelaksanaan sebelumnya perlu dijadikan bahan 

evaluasi agar ke depannya dapat diperbaiki. Dengan demikian, proses 

pengelolaan barang bukti dapat berjalan lebih tertib, efisien, dan sesuai 

dengan prosedur yang berlaku. 

2. Penumpukan barang bukti, terutama kendaraan bermotor, menjadi 

tantangan tersendiri dalam pengelolaan benda sitaan di Kejaksaan 

Negeri Kampar. Untuk mengatasinya, dibutuhkan pembaruan sarana 

dan prasarana yang tidak hanya memadai secara fisik, tetapi juga 

sesuai standar penyimpanan hukum.  Di samping itu, kualitas aparatur 

yang menangani barang bukti juga perlu ditingkatkan agar pengelolaan 

dapat dilakukan secara tepat, cepat, dan bertanggung jawab. Dengan 

melakukan pendataan ulang barang bukti, untuk barang bukti yang 

lama sudah ada putusan inkrah sebaiknya di eksekusi pengembalian 

kepada pihak pemilik, dilelang atau di musnahkan agar tidak 
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menumpuk. Dan untuk barang bukti yang masih diperlukan dalam 

persidangan di data, di jaga dan juga disusun rapi agar tetap terjaga 

kualitas dan nilai ekonomisnya. 
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LAMPIRAN 

Wawancara Kepala Seksi Pemulihan Aset Dan Barang Bukti: 

1. Bagaimana prosedur standar pengelolaan barang bukti di Kejaksaan 

Negeri Kampar? 

2. Apa saja tahapan dalam penanganan barang bukti curanmor sejak diterima 

hingga eksekusi? 

3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengelolaan barang bukti? 

4. Apakah Kejaksaan Negeri Kampar memiliki SOP khusus terkait barang 

bukti kendaraan bermotor hasil curanmor? 

5. Bagaimana cara pelacakan atau pendataan terhadap barang bukti yang 

masuk? 

6. Bagaimana proses penerimaan barang bukti curanmor dari kepolisian? 

7. Apakah ada tempat khusus untuk penyimpanan barang bukti kendaraan 

bermotor? Bagaimana keamanannya? 

8. Siapa yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan keamanan barang 

bukti tersebut? 

9. Bagaimana kondisi fisik barang bukti curanmor dijaga selama dalam 

penyimpanan? 

10. Apakah ada risiko kehilangan atau kerusakan barang bukti selama 

penyimpanan? Bagaimana mengatasinya? 

11. Bagaimana proses pengembalian barang bukti curanmor kepada pemilik 

yang sah? 

12. Apa kendala yang sering dihadapi dalam pengembalian barang bukti? 



 
 

  

13. Dalam kasus barang bukti yang tidak diketahui pemiliknya, apa tindak 

lanjutnya? 

14. Bagaimana prosedur pemusnahan atau pelelangan barang bukti curanmor? 

15. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penanganan barang 

bukti di Kejaksaan? 

16. Apakah ada bentuk kerja sama lintas sektor yang dapat memperbaiki 

pengelolaan barang bukti curanmor? 

17. Bagaimana peran serta masyarakat dalam pengelolaan atau pengawasan 

barang bukti? 

18. Apakah ada pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi petugas yang 

mengelola barang bukti? 

Wawancara Staf Pemulihan Aset Dan Barang Bukti: 

1. Bagaimana pencatatan administrasi dilakukan? Apakah sudah digital atau 

masih manual? 

2. Apakah sistem administrasi barang bukti sudah terintegrasi dengan 

instansi lain (polisi, pengadilan)? 

3. Bagaimana pertanggungjawaban jaksa terkait dengan pengelolaan barang 

bukti? 

4. Apakah pernah terjadi sengketa hukum terkait barang bukti curanmor? 

Bagaimana penyelesaiannya? 

5. Apa saja kendala terbesar dalam pengelolaan barang bukti curanmor di 

Kejari Kampar? 

6. Seberapa sering dilakukan pemusnahan atau pelelangan barang bukti 



 
 

  

kendaraan bermotor? 

7. Apakah ada kasus barang bukti yang hilang atau rusak? Bagaimana 

respons kejaksaan? 

8. Bagaimana langkah perbaikan atau inovasi yang sedang/akan dilakukan 

dalam pengelolaan barang bukti? 

9. Apakah ada rencana digitalisasi atau modernisasi sistem pengelolaan 

barang bukti? 

10. Apa harapan Kejaksaan Negeri Kampar terhadap sistem pengelolaan 

barang bukti ke depan? 

Wawancara Pemilik Barang Bukti: 

1. Bagaimana proses dalam mengurus pengembalian kendaraan dari pihak 

Kejaksaan Negeri Kampar? Apakah ada kesulitan? 

2. Apakah mendapatkan informasi yang jelas dan transparan dari Kejaksaan 

mengenai status kendaraan sebagai barang bukti? 

3. Apakah selama kendaraan berada di pihak kejaksaan, kondisinya tetap 

terawat atau ada kerusakan? 

4. Apakah diminta untuk melengkapi dokumen tertentu sebelum kendaraan 

dikembalikan? Jika iya, apakah prosesnya mudah? 

5. Bagaimana pelayanan atau sikap petugas kejaksaan saat mengurus 

pengambilan kendaraan? 

6. Apakah sistem pengelolaan barang bukti curanmor di Kejaksaan Negeri 

Kampar sudah berjalan dengan baik dan adil? Mengapa? 



 
 

  

7. Apa harapannya terhadap pihak kejaksaan atau aparat penegak hukum 

dalam hal pengelolaan barang bukti curanmor ke depannya? 

8. Apakah ibu bersedia memberikan masukan untuk perbaikan pelayanan 

pengembalian barang bukti kepada pemilik sahnya? Jika ya, apa yang 

ingin Ibu sampaikan? 
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